
 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  

NOMOR  18  TAHUN 2015 

TENTANG 

URAIAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, 

 

 

Menimbang :  a.   bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor  

8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional, perlu penyesuaian uraian jabatan pejabat 

fungsional di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 

 b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional tentang Uraian Jabatan Pejabat Fungsional di 

Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6); 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 8); 

4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18); 

5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan 

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 21); 

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 

Kabinet Kerja Periode 2014-2019; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Evaluasi Jabatan; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kelas 

Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 
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12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 

Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan 

Nasional (STPN) di Yogyakarta sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi 

Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta; 

 

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor B/3186/M.PANRB/9/2015 

Tanggal 30 September 2015 tentang Persetujuan Perubahan 

Hasil Evaluasi Jabatan; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA 

RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

TENTANG URAIAN JABATAN FUNGSIONAL  DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA 

RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL. 

 

Pasal 1  

(1) Menetapkan uraian jabatan fungsional di lingkungan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional. 

(2) Uraian jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat 

(1) berisi tentang Penjelasan teknis uraian jabatan 

fungsional, Peta Jabatan Fungsional Umum dan Uraian 

jabatan fungsional umum. 
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Pasal 2  

(1) Penjelasan teknis uraian jabatan fungsional di 

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan ini. 

(2) Peta Jabatan dan uraian jabatan Fungsional Umum di 

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

(3) Peta Jabatan dan uraian jabatan Fungsional Umum di 

lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

dan Kantor Pertanahan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 

Pasal 3  

Bagi Jabatan Fungsional Tertentu, ketentuan mengenai 

uraian dan syarat jabatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

 

Pasal 4  

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan uraian jabatan 

fungsional di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-5- 
 

Pasal 5  

Peraturan Menteri/Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri/Kepala ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 20 Oktober 2015             

 

 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, 

 

Ttd. 

 

FERRY MURSYIDAN BALDAN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Maret 2016                   

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI 

MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

              Ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 344 

 


